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PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 25+ TAHUN 2013
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013-2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Rembangunan Nasional,
yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah terpilih wajib
menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah
{(RPJM)} Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala
Daerah dilantik, telah ditetapkan Peraturan Gubernur
Jawa Barat Nomor 55 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Prov1n<=1
Jawa Barat Tahun 2013-2018;

bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan  Evaluasi Pelaksanaan  Rencana
Pembangunan Daerah, yang mengamanatkan bahwa
Kepala Daerah terpilih wajib menyusun Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)] Daerah yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 6
(enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2013-2018;

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Provinsi Jawa Barat {Berita Negara Republik
Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20
Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (L.embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1:)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Banten {Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4010);




bha

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahian antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2008 tentang Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (i.embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517};

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor © Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan dJangka Panjang Daerah
(RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 {(Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Talhun 2008 Nomor 8 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 87);
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9.

10.

11.

Peraturan Daerah Provinsi Jawz Barat Nomor 10 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9
Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 46);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009
tentang  Sistem  Perencanaan Pembangunan  Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6
Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 64);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun
2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);

MEMUTUSKAN:
: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA

PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAB
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013-2018.

BAB 1 1
KETENTUAN UMUM R
Bagian Kesatu
Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah  Gubernur beserta
Perangkat Daerah sebagai wunsur penyelenggara
pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Jawa Barat.

4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi
Jawa Barat.

6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa
Barat.

7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota
di Jawa Barat.

8. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa
Barat.
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17.

18.

19,

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah vyang
selanjutnya  disebut Bappeda adalah  Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa
Barat.

Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Instansi Vertikal adalah perangkat Kementerian
dan/atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian di
Daerah.

Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok
orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan
hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan
hasil pembangunan, baik sebagaj penanggung biaya,
pelaku, penerima manfaat maupun penanggung risiko.

Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha
menengah dan usaha besar yang melakukan kegiatan
ekonomi di Jawa Barat.

Perencanaan adalah proses untuk menentukan
tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan
pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang
ada.

Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah
proses penyusunan rencana pembangunan Daerah
yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen
perencanaan selama periode 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
selanjutnya  disingkat RPJPD  adalah dokumen
perencanaan  pembangunan  Provinsi Jawa Barat
untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak
tahun 20085 sampai dengan tahun 2025, yang memuat
visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang
Provinsi Jawa Barat.

Rencana Permnbangunan Jangka Menengah Daerah
yvang selanjutnya disingkat RPJMD adalah rencana
pembangunan Daerah yang merupakan dokumen
perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5
(lima) tahun.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah rencana pembangunan
tahunan  Daerah  yang merupakan  dokumen
perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1
{satu) tahun. s
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat
vang sclanjutnya disebut RTRWP adalah hasil
perencanaan tala ruang wilayah yang mengatur
striktur dan pola ruang Provinst Jawa Barat.
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21.

22.

24.

25.

26.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang
selanjutnya disebut Renja OPD adalah rencana
pembangunan tahunan OPD yang merupakan
dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu)
tahun,

Rencana Strategis yvang sclanjutnya disebut Renstra
adalah rencana 5 (lima)} tahunan yang
menggambarkan visi, misi, analisis lngkungan
strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan, tUJuan dan
sasaran, strategi, serta evaluasi kinerja. 3

Pembangunan Daerah adalah perubahan yf'ang
dilakultan secara terus menerus dan terencana oleh
seluruh komponen di Daerah untuk mewujudkan visi
Daerah.

. Vist adalah rumusan umum mengenai keadaan yang

diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya
yvang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk
upaya yang berisi 1 (satu) satu atau lebih kegiatan
dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan,
untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan
misi.

Kegiatan adalah bagian dari program yang
dilaksanakan oleh 1 (satu) atau lebih Unit Kerja pada
OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur
pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan
tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa
personal, barang modal termasuk peralatan dan
teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau
sernua jenis sumberdaya, sebagai masukan (inpu)
untuk menghasilkan keluaran (output} dalam bentuk
barang atau jasa.

.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

selanjutnya  disingkat APBD adalah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

Maksud penetapan RPJMD adalah sebagai pedoman
dalam :

a. penyusunan RKPD untuk kurun waktu 5 (limaj
tahun;

b. penyusunan Renstra OPD untuk kurun waktu 5
(lima) tahun; dan

c. penyusunan Renja OPD.




